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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan
dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Berdasarkan Pasal
1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara
Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan
Masa Jabatan Notaris disebutkan bahwa, notaris adalah pejabat umum
yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana dimakasud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dalam mengembankan tugas
dan kewenangan Notaris diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (UUJN). *

Kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan
pertanahan, sebagaimana dimaksud dengan UUJN adalah dalam rangka
turut serta menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum di
bidang hukum pertanahan nasional yang merupakan tujuan pokok UUPA.

Terkait dengan kewenangan notaris, yaitu sebagimana disebutkan dalam

! Fajrina Aprilianti D., Yani Pujiwati, Betty Rubiati, 2019, ‘Peran Notaris Dalam
Pelepasan Hak Atas Tanah Pada Proses Konsilidasi Tanah Guna Optimalisasi Fungsi Tanah
Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintahan’, him. 229.



UUJN Pasal 15 ayat (1) disebutkan notaris berwenang membuat akta
Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki
olen yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta Autentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan
dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang.?

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa akta notaris yang
selanjutnya disebut akta adalah akta Autentik yang dibuat oleh atau di
hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam
undang-undang ini. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat
yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang
telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang
berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat
didalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Meskipun Akta yang
berhubungan dengan tanah biasanya dibuat oleh PPAT, tetapi tidak
menutup kemungkinan notaris berwenang membuat akta di bidang
pertanahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f yaitu
notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan,
artinya Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberi kewenangan

kepada Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan,

2 Denico Doly, 2016, ‘Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan
Dengan Tanah’, him. 283.



namun tidak ada penjelasan mengenai ruang lingkup apa saja yang
termasuk dalam akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Salah satu akta yang berkaitan dengan pertanahan dan menjadi
kewenangan notaris adalah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah. Di dalam
prakteknya sebelum Akta Pelepasan Hak dibuat oleh notaris, notaris harus
memastikan bahwa tanah yang menjadi objek pelepasan hak tersebut tidak
menjadi jaminan utang baik seluruhnya maupun sebagian, hal ini
dilakukan dengan cara pemilik tanah memperlihatkan sertifikat aslinya
kepada Notaris. Apabila tanah yang akan dilepaskan merupakan bagian
dari sertifikat yang menjadi jaminan hutang di bank, maka notaris harus
menyelesaikan terlebih dahulu dengan pihak bank. Pelepasan Hak Atas
Tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang
melepaskan tanah, namun berbeda dengan jual beli yang mana
sebelumnya ada peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan
PPAT.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 :
“Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak
yang berhak kepada Negara melalui Lembaga Pertanahan”. Pengertian
Pelepasan Hak Atas Tanah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah Kegiatan
melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan
tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar

musyawarah. Hal ini dilaksanakan apabila subyek yang memerlukan tanah



tidak memenuhi syarat menjadi pemegang hak atas tanah. Pelepasan Hak
Atas Tanah dapat dilakukan dengan akta yang menyatakan bahwa hak
yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya, secara notarial
yaitu dengan® Akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang hak yang
bersangkutan melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini hak milik), dan
dapat pula dilakukan secara di bawah tangan dengan memakai surat
keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan
melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini hak milik) yang dibuat di
hadapan dan disaksikan oleh camat letak tanah yang bersangkutan, atau
surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang
bersangkutan melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini hak milik) yang
dibuat di depan dan disaksikan oleh kepala kantor pertanahan setempat.
Pelepasan Hak Atas Tanah dilaksanakan dengan akta autentik yang dibuat
di hadapan notaris.

Tanah sebagai salah satu pendukung terciptanya pembangunan yang
dapat mensejahterakan bangsa, karena setiap orang mempunyai hak dan
kewajiban dalam mengisi pembangunan di Indonesia dengan berbagai cara
dengan kemampuan dari setiap masyarakat tersebut. Antara pembangunan,
penguasaan, penggunaan tanah mempunyai keterkaitan yang tidak dapat
dipisahkan. Hanya mengaitkan ketiga hal ini melalui suatu strategi

pembangunan, maka tanah akan mendatangkan sebesar-besar kemakmuran

% Alfi Renata, 2018, Pelepasan Hak Milik atas Tanah, 14 Oktober 2018,
https://www.hukumonline.com/Klinik/detail/cl5382/ pelepasan-hak-milik-atas-tanah
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bagi rakyat.* Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum. Pengertian Kepentingan Umum, yaitu sebagai
kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh
pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Berbeda dengan pengertian konsep kepentingan umum dengan UUPA
yang menjadi landasan hukum soal pertanahan dimana konsep
kepentingan umum tidak disebutkan secara jelas. Dalam Pasal 18 UUPA
yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan
bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas
tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan
menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan
pembangunan dapatlah diketahui bahwa tanah Negara yang tersedia sangat
terbatas, maka satu-satunya cara yang harus ditempuh dengan melakukan
pengadaan tanah yakni dengan membebaskan tanah milik masyarakat,
baik yang telah dikuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun
hak-hak lainnya menurut UUPA. Pengertian Pengadaan Tanah menurut
Undang-Undang Nomor 2 Tahum 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara

* Muchtar Wahid, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Cetatakan
Kesatu, Republika, Jakarta, him. 3.



memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Prosedur yang ditempuh dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau Pemerintah
Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas
tanah dan pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan
dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati secara
sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berbeda dengan pengadaan
tanah untuk proyek pembangunan untuk kepentingan umum oleh pihak
swasta dikenal dengan perolehan tanah. Perolehan tanah dapat dilakukan
dengan cara pencabutan, pembebasan, dan pelepasan hak atas tanah.

Untuk menunjang terlaksananya Pembangunan Nasional yang adil dan
merata yang dilakukan oleh pemerintah demi tercapainya kemakmuran
dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia perlu dilaksanakan
pelepasan hak atas tanah bagi kepentingan umum. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum walaupun telah diundangkan,
tetapi masih banyak masyarakat yang menolak tanahnya digunakan untuk
pembangunan infrastruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas “KEWENANGAN
NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PELEPASAN HAK ATAS

TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM”



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah peranan Notaris dalam pembuatan Akta Pelepasan Hak
apabila tanah yang dilepaskan merupakan jaminan utang di Bank ?
2. Mengapakah pelepasan hak atas tanah tidak dilakukan dengan jual beli
melainkan dilakukan dengan cara ganti rugi ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini baik dalam lingkup teori maupun
praktis antara lain sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui peranan notaris dalam pembuatan akta pelepasan
hak apabila tanah yang dilepaskan merupakan jaminan utang dibank
2. Untuk mengetahui pelepasan hak atas tanah tidak dilakukan dengan
jual beli melainkan dilakukan dengan cara ganti rugi
D. Metode Penelitian
Metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai
berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Sosiologis,
dengan istilah lainnya yang digunakan dapat disebut pula dengan
penelitian lapangan. Disebut penelitian lapangan karena penelitian
hukum sosiologis ini bertolak dari data primer. Data primer atau data
dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai
sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. ° Di samping itu

dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

% Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Cetakan ke-17, Rajawali Pers, Jakarta, him. 12.



2. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang
menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau
kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah
dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta
situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-
sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung

dan pengaruhnya dari suatu fenomena. °

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. ’
Data primer ini juga diperoleh dari hasil wawancara dengan
Notaris yang terlibat dalam kewenangan notaris dalam pembuatan
akta pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum, pihak
Kantor Pertanahan, pihak Bank Perkreditan Rakyat, dan orang
yang melepaskan haknya.

b. Data Sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari
kepustakaan, yang berupa :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat, yang terdiri dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

® M. Igbal Hasan, 2002, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,
Ghalia Indonesia, Jakarta, him. 13-14.
" Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hIm. 106.



2)

d)

f)

9)

h)

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Perauran
Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda

yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 71 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat, dan Tata Cara

Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan

Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum sekunder dalam



penelitian ini antara lain buku-buku mengenai hukum perdata, akta,
jabatan notaris dan buku-buku lain yang terkait dalam pembahasan
penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk dapat melakukan penelitian, diperlukan adanya suatu data
yang jelas dan lengkap. Data tersebut dapat diperoleh dengan metode
pengumpulan data, metode ini diperlukan agar data yang dikumpulkan
benar-benar valid. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data
yang digunakan :

a. Studi dokumen, yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data
yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis
yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah
penulis dapatkan dilapangan yang berhubungsn dengan masalah
yang diteliti.

b. Wawancara (Interview), yaitu Wawancara adalah percakapan dua
orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan
pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa
informasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan
membuat rancangan pertanyaan sesuai dengan permalasahan yang
dibahas dalam penelitian.

5. Analisis Data
Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder
dianalisis secara kualitatif, yang mana analisis data dengan

mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian



diambil kesimpulan yang relavan dengan penelitian ini. Data yang
telah dianalisis dapat menggambarkan tentang masalah yang diteliti

dengan memaparkan dalam bentuk kalimat.



